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Yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama : Hamengku Buwono X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor  : Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah [stimewa
Yogyakarta, selanjutnya disebut PFHAK PERTAMA.
2. a. Nama . Nuryadi
Jabatan :  Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta
b. Nama : Huda Tri Yudiana
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta



c. Nama : Atmaji
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta
d. Nama { Anton Prabu Semendawai
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta
Sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak
selaku dan atas nama DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan
Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun
Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara
DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun
Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan
daerah Tahun Anggaran 2024, prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran
Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan

rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran

2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak

terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.



Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024.
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BAB1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen yang memuat program
prioritas dan plafon yang diberikan untuk setiap program dan kegiatan. Prioritas
disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah
meliputi prioritas pembangunan daerah dan Perangkat Daerah (PD) yang
melaksanakan program/kegiatan. Substansi PPAS mencerminkan prioritas
pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai
termasuk program prioritas dari PD tersebut. Plafon anggaran sementara
disusun berdasarkan urusan dan PD, program/kegiatan/subkegiatan dengan
mempertimbangkan rencana pendapatan dan pembiayaan.

Penyusunan PPAS mengacu kepada Kebijakan Umum APBD (KUA) yang
selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif untuk
disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara DIY Tahun Anggaran 2024.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-
Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019

tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

2



15.

16.

17.

18.

19.

20.

Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan terakhir kali
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-
5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-
1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
799);

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun
2013 tentang Kewenangan Dalam Keistimewaan sebagaimana diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan
Dalam Keistimewaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2013 Nomor 9);

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas
Dan Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur (Lembaran Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 4);

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah
Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017
Nomor 1);

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun
2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun
2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12);
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009);
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2022-2027 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2);

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 5);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006
tentang Tata Cara  Pengendalian dan  Evaluasi Pelaksanaan
Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006 Nomor
29);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021
tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor
131);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2024 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor
31).

1.3. Tujuan

PPAS disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman kepada seluruh PD

di Pemerintah Daerah DIY dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

SKPD yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Tahun Anggaran 2024.



BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH

2.1. Rencana Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2024 Pendapatan Daerah DIY direncanakan sebesar
Rp6.329.797.856.858. Jumlah tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah
sebesar Rp2.291.087.518.628, Pendapatan Transfer sebesar
Rp4.031.104.838.230, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar
Rp7.605.500.000.

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah. Target PAD pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar
Rp2.291.087.518.628. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 ditargetkan
bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp2.019.555.786.270, Retribusi Daerah
ditargetkan sebesar Rp64.804.109.600, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan sebesar Rp116.050.620.958, dan Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah sebesar Rp90.677.001.800.

2.1.2. Pendapatan Transfer

Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen
pendapatan transfer, khususnya pendapatan transfer pemerintah pusat
merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting karena pendapatan
transfer pemerintah pusat merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal. Salah satu
komponen dari pendapatan transfer pemerintah pusat adalah dana
perimbangan. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (DTU) dan
Dana Transfer Khusus (DTK). DTU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN
kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang
terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sedangkan
DTK adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan
untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang
menjadi urusan Daerah dan merupakan bagian dari program yang menjadi
prioritas nasional. Target penerimaan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp4.031.104.838.230 yang bersumber dari Transfer pemerintah pusat dan
Transfer antar daerah dengan uraian sebagai berikut:

a. Transfer Pemerintah Pusat



Target penerimaan dari transfer pemerintah pusat adalah sebesar
Rp4.030.121.033.000.

b. Transfer Antar Daerah
Target penerimaan dari transfer antar daerah di tahun 2024 adalah sebesar
Rp983.805.230, yang berasal dari Bantuan Keuangan Khusus dari

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD DIY Tahun Anggaran 2024
bersumber dari Pendapatan Hibah yang  direncanakan  sebesar

Rp7.605.500.000.

2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk
menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan
Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan
Kembali Penyertaan Modal Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2024 Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar
Rp457.508.734.967, yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Sebelumnya dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.



Tabel II-1 Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2024

Kode

Penerimaan Daerah

Plafon Anggaran

Dasar Hukum

4

Pendapatan

4.1

Pendapatan Asli Daerah

Rp2.291.087.518.628

4.1.01

Pajak Daerah

Rp2.019.555.786.270

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak
Daerah.

4.1.02

Retribusi Daerah

Rp64.804.109.600

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

4.1.03

Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan

Rp116.050.620.958

1. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal
Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida
sebagimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 14 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013
Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas
Asuransi Bangun Askrida;

2. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal
Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas
Anindya Mitra Internasional; dan

3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1985 Tentang
Perusahaan Daerah Taru Martani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1995
Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8
Tahun 1985 Tentang Perusahaan Daerah Taru Martani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.1.04

Lain-lain PAD Yang Sah

Rp90.677.001.800

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Lain-Lain Pendapatan
Asli Daerah Yang Sah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2015
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014
Tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; dan

4.2

Pendapatan Transfer

Rp4.031.104.838.230

4.2.01

Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat

Rp4.030.121.033.000

Informasi resmi mengenai alokasi dana transfer pusat Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan
melalui portal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

4.2.02

Pendapatan Transfer Antar-
Daerah

Rp983.805.230

Berita Acara perhitungan kontribusi (sharing) biaya pengelolaan instalasi pengolahan air limbah
(IPAL) Tahun Anggaran 2024




Kode Penerimaan Daerah Plafon Anggaran Dasar Hukum
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Rp7.605.500.000
Yang Sah
4.3.01 | Pendapatan Hibah Rp7.605.500.000 | 1. Kesepakatan Antara Pemda DIY dan Pengusaha Otomotif Nomor 973/00741/AP tentang Peran
Serta Pengusaha Otomotif dalam Mendukung Pembangunan di DIY;
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Dealer Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat
atau lebih di DIY dan DPPKA DIY Nomor 002/SBAM/MRT/I/2016, 900/00091/AP; dan
3. Adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara PT. Jasa Raharja Cabang DIY dengan BPKA
DIY Nomor P/11/SP/2023, 900/04440/AP.
Jumlah Pendapatan Daerah | Rp6.329.797.856.858
6 Pembiayaan
6.1 Penerimaan Pembiayaan Rp457.508.734.967
6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Rp457.508.734.967

Tahun Anggaran Sebelumnya

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Rp457.508.734.967

Jumlah Penerimaan Daerah

Rp6.787.306.591.825




BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan
Pembiayaan (pembiayaan neto), maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan
untuk dibelanjakan adalah sebesar Rp6.787.306.591.825.

Belanja Daerah digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas
pembangunan daerah berdasarkan tema pembangunan DIY pada tahun 2024
adalah: “Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan
Aktivitas Ekonomi berbasis Sektor Unggulan”. Untuk mendukung
pelaksanaan tema pembangunan tersebut dan pencapaian visi jangka panjang
dan jangka menengah DIY serta sinkronisasi prioritas Pembangunan Nasional,
maka prioritas pembangunan daerah DIY Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak;

Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta;

Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah);

Penguatan Good-governance pada berbagai tingkatan; dan

AL T o o

Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram.
Sinkronisasi program pendukung prioritas nasional, program pendukung
prioritas daerah dan plafon program dan kegiatan per OPD disajikan pada tabel-

tabel berikut ini.



Tabel 1ll-1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No Prioritas Pembangunan Nasional Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Pagu
1 2 3 4 5 6
1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi,
informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan penerbitan
rekomendasi izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang/ barang

DINAS SOSIAL 412.283.000,00

PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh dukungan psikososial

DINAS SOSIAL 1.300.000,00

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial
dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial

DINAS SOSIAL 34.723.528.650,00

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Persentase anak balita terlantar dan Fakir Miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial

DINAS SOSIAL 1.960.600.200,00

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar

DINAS SOSIAL 254.924.000,00

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Persentase penguatan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, kesetiakawanan sosial dalam masyarakat

DINAS SOSIAL 131.200.000,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
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No

Prioritas Pembangunan Nasional

Program

Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Pagu

2

3

4 5 6

Persentase penyelenggaraan kesejahteraaan sosial melalui pelestarian nilai-nilai budaya

DINAS SOSIAL 2.770.660.500,00

PROGRAM REHABILI

TASI SOSIAL

Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial
dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial

BALAI REHABILITASI TERPADU 1.511.744.000,00
PENYANDANG DISABILITAS

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN

pemberdayaan ekonomi masyarakat

BIRO BINA PEMBERDAYAAN 850.000.000,00
MASYARAKAT

PROGRAM KESEJAH

TERAAN RAKYAT

Jumlah rumusan bahan kebijakan kapasitas sumber daya masyarakat yang ditindaklanjut

BIRO BINA PEMBERDAYAAN 184.912.900,00
MASYARAKAT

Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan
BIRO BINA PEMBERDAYAAN 184.912.900,00
MASYARAKAT

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Jumlah perusahaan yang menerapkan sarana hubungan industrial dan kebijakan pengupahan

DINAS TENAGA KERJA DAN 154.100.000,00
TRANSMIGRASI

Persentase jumlah layanan yang terselesaikan

DINAS TENAGA KERJA DAN 154.100.000,00
TRANSMIGRASI

PROGRAM PELAYAN

AN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

Jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada koperasi yang Memiliki ljin Usaha Simpan Pinjam terhadap jumlah Koperasi
Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah
Provinsi

11




No

Prioritas Pembangunan Nasional

Program

Indikator Kinerja

SKPD Pelaksana

Pagu

2

3

4

5

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH

8.000.000,00

daerah provinsi (%)

Kontribusi koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam yang memiliki ijin simpan pinjam terhadap koperasi dengan wilayah
keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH

8.000.000,00

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

"Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya (tata kelola, manajemen resiko, kinerja keuangan, permodalan) "

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH

10.000.000,00

Presentase koperasi yang meningkat kualitasnya (%)

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH

10.000.000,00

PROGRAM PENILAIA

N KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Jumlah KSP/USP yang meningkat hasil pemeriksaan kesehatannya

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL 2.450.000,00
MENENGAH

Presentase KSP/USP yang meningkat kualitasnya
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL 2.450.000,00
MENENGAH

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

jumlah koperasi modern

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH

582.140.000,00

Jumlah koperasi yang memenuhi standar amalgamasi
multi pihak, digitalisasi dalam pelayanan dan usaha ko

perasi

(keinginan untuk bergabung), memiliki off taker,

memiliki akses pembiayaan, koperasi

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH

582.140.000,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN

Indeks Kepuasan Masyarakat
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No

Prioritas Pembangunan Nasional

Program

Indikator Kinerja

SKPD Pelaksana

Pagu

2

3

4

5

6

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH

182.219.284.400,00

Jumlah desa preneur

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH

182.219.284.400,00

Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kela

@

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH

182.219.284.400,00

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan (skor)

PELABUHAN PERIKANAN PANTAI

1.076.854.000,00

Produksi perikanan tangkap (ton)

PELABUHAN PERIKANAN PANTAI

1.076.854.000,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG

Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan

DINAS PARIWISATA

5.000.000.000,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN

Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah (orang)

DINAS PARIWISATA

4.971.000.000,00

PROGRAM PENINGK

ATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi (UJP)

DINAS PARIWISATA

1.840.683.000,00

Jumlah wisatawan yang mengunjungi DTW tahun n (orang)

DINAS PARIWISATA

1.840.683.000,00

PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi profesi (orang)
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No

Prioritas Pembangunan Nasional

Program

Indikator Kinerja

SKPD Pelaksana

Pagu

2

3

5

DINAS PARIWISATA

100.200.000,00

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi (orang)

DINAS PARIWISATA

549.700.000,00

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Indeks prasarana pertanian yang dibangun

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN

3.720.000.000,00

Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dib

angun dan digunakan (%)

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN

1.860.000.000,00

PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru

DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

96.000.000,00

PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina

DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

195.000.000,00

PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Jumlah tenaga kerja di sektor Industri

PERDAGANGAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN 1.000.000,00
PERDAGANGAN

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPTTG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN 1.000.000,00

PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
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No Prioritas Pembangunan Nasional Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Pagu
1 2 3 4 5 6
Jumlah Perusahaan Industri yang Berizin
DINAS PERINDUSTRIAN DAN 20.000.000,00
PERDAGANGAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
pemberdayaan ekonomi masyarakat
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN 245.406.900,00
DAN SUMBER DAYA ALAM
Persentase pelaksanaan kegiatan keistimewaan kebudayaan
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN 245.406.900,00
DAN SUMBER DAYA ALAM
Persentase peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN 245.406.900,00
DAN SUMBER DAYA ALAM
Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN 245.406.900,00
DAN SUMBER DAYA ALAM
Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan pengembangan desa mandiri budaya
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN 245.406.900,00
DAN SUMBER DAYA ALAM
Presentase rumusan bahan kebijakan urusan kebudayaan
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN 245.406.900,00
DAN SUMBER DAYA ALAM
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan bidang perekonomian dan sumberdaya alam
tahun n+1 dan n+2 (%)
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN 734.692.500,00
DAN SUMBER DAYA ALAM
2 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
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No

Prioritas Pembangunan Nasional

Program

Indikator Kinerja SKPD Pelaksana

Pagu

2

3

4 5

Persentase Penanganan RTLH

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

17.430.000.000,00

PROGRAM PENINGK

ATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Penanganan PSU layak di permukiman

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

78.681.200.000,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan dan pembinaan

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

30.590.000,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

4.395.015.000,00

Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

4.395.015.000,00

PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

10.312.700,00

Layanan administrasi pertanahan sesuai peraturan perundangan

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

10.312.700,00

PROGRAM REDISTR

IBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE

Jumlah dokumen kinerja reforma agraria

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

21.031.500,00

Jumlah objek penanganan reforma agraria yang ditindaklanjuti

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

21.031.500,00
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No Prioritas Pembangunan Nasional Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Pagu
1 2 3 4 5 6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemeri